
a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virns Disease 2019 (COVID-
19) dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau
Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan
untuk kegiatan penanganan pandemi Corona Virns
Disease 2019 (COVID-19)dan Bantuan Langsung Tunai
Desa;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
telah dilakukan penyempurnaan dalam penyaluran,
penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan
serta evaluasi pengelolaan Dana Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
07 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten
Lombok Barat Tahun Anggaran 2020;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan,' atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
RepublikIndonesiaTahun 2020 Nomor134);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesiaNomor5539), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-UndangNomor6 Tahun 2016 Tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor41, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia
Nomor6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah
diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat
Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 10 tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10).

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 13
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 13);

12. Peraturan Bupati Lombok Barat nomor 21 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor
61).

Menetapkan



Pasal10
Penetapan perubahan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten

f

3. Ketentuan Pasal10 diubah, sehinggaPasal10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal3
AlokasiDasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,
dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per Kabupaten dibagi jumlah Desa
sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran
Pendapatan dan BelanjaNegaraTahun Anggaran2020.

2. Ketentuan Pasal3 diubah, sehinggaPasal3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
3.. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

5. Dana Desa 'adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok
Barat dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan .pemberdayaan masyarakat.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa;

7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat
APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

9. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa
adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak
mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi
dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Viros Disease 2019
(COVJD-19) .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di
Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020 diubah sebagi berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 9, sehingga
Pasal1 berbunyi sebagai berikut:



Pasal12

(1)Penyaluran Dana Desa sebagimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4)
dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati,
.dengan ketentuan:

a. tahap I berupa:
1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan

rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan Bupati mengenai
penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan

2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan;
c. tahap III berupa:

1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan
rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan Bupati mengenai
perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana
Desa setiap Desa;

2. peraturan Desa mengenai APBDesa;
3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

5.Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah,
dan dian tara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan satu ayat yakni ayat (Sa)
sehingga Pasal12 berbunyi sebagai berikut:

Pasalll

(1)Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN)ke
Rekening Kas Desa (RKD)melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

(2)Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui pemotongan Dana Desa di Kabupaten dan penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3)Pemotongan Dana Desa di Kabupaten dan penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa
dari Bupati.

(4)Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh

persen);
b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);

dan
c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai
berikut:

Lombok Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati Lombok Barat ini.



Pasal12A
(1)Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan

dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1),
dengan tambahan ketentuan:
a. Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga)kali dengan besaran:

1. penyaluran pertama sebesar 15%(limabelas persen);
2. penyaluran kedua sebesar 15%(limabelas persen); dan
3. penyaluran ketiga sebesar 10%(sepuluh persen);

b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga)kali dengan
besaran:
1. penyaluran pertama sebesar 15%(limabelas persen);

6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu ) Pasal yaitu Pasal 12A,
yang berbunyi sebagai berikut:

tahun anggaran sebelumnya;
4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling
sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
dan

5. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun
anggaran sebelumnya.

(2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa
pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajibdisampaikan pada saat
penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c angka 3
dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian
keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan
sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran,
volumekeluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

(5) Dokumenpersyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dengan surat pengantar yang ditandangani oleh pejabat
yang ditunjuk.

(5a)Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Desa yang layak salur
melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

(6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy)
danfatau dokumen elektronik (sojtcopy).

(7), Dokumen elektronik (sojtcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diolah melalui aplikasi OMSPAN (online monitoring system
perbendaharaan anggaran negara) yang disediakan oleh Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.



(1)Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Desa
menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati,
dengan ketentuan:
a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
b. tahap IItanpa dokumen persyaratan; dan
c. tahap IIIberupa:

1. peraturan Desa mengenaiAPBDesa;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

tahun anggaran sebelumnya;
3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

sampai dengan tahap Il menunjukkan realisasi penyerapan paling
sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
persen); dan

4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun
anggaran sebelumnya.

(2)Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c angka 2
angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran
dari seluruh kegiatan setiap desa.

Pasal13

7. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13
berbunyi sebagai berikut:

2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);

c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua)
minggu; dan

d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4)
huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.

(2)Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud
dalam Pasalll ayat (4)maka :
a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan

besaran:
1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);

b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan
rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan

c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4)
huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.

(3)Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (4), penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan
sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 ayat (1).



Pasal13A

(1)Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (4), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:
a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan

besaran:
1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);

b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan
besaran:
1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);

c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua)
minggu; dan

d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4)
huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal12 ayat (1)huruf c.

(2)Dalam hal desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (4)maka ;
"a: penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga)kali dengan
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8. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 13A,
yang berbunyi sebagai berikut:

(3)Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel
referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume
keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(4)Bupati melalui Camat melakukan verifikasi kesesuaian dokumen
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan (3).

(5).Dalam hal melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
camat dibantu oleh tim verifikasi kecamatan yang dibentuk dan
ditetapkan oleh camat melalui surat keputusan camat.

(6)Unsur tim verifikasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
terdiri dari unsur kecamatan dan tenaga pendamping profesional.

(7)Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), camat
menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak
salur kepada Bupati yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala KPPN
selaku KPAPenyaluran DAKFisik dan Dana Desa setiap minggu.

(8)Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
disampaikan dengan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh camat.

(9)Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum
memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan
perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan
pemutakhiran.



Pasal17A
(1)Jaring pengaman sosial di Desa sebagimana dimaksud dalam Pasal 17

f

10.Di antara Pasal17 dan Pasal18 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal17A,
yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal17

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pada bidang
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas
hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan
dalam Rencana KerjaPemerintah Desa.

(la) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi
atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain
berupa:
a. Kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19);darr/atau
b. Jaring pengaman sosial di Desa.

(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengacu pada Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2020.

(3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak
termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (IA) setelah mendapat persetujuan
Bupati.

(4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang
menjadi prioritas telah terpenuhi dan/ atau kegiatan pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

(5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

9. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat
(la), dan ketentuan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai
berikut:

besaran:
1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
3. penyaluran ketiga 10% (sepeuluh persen);

. b, penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada hurufa dengan
rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan

c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4)
huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal12 ayat (1)huruf c.

(3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 ayat (1)huruf c.



Pasal21
(1)Pemantauan sisa Dana Desa di RKDsebagaimana dimaksud dalam Pasal

20 huruf a dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.

(2)Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal19
(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk

pelaksanaan penyaluran BLTDesa.
(2) Pemerintah .Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan

Dana Desa.
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada

AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah,

11.Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai
berikut:

ayat (la) huruf b, berupa BLTDesa kepada keluarga miskin atau tidak
mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.

(2)Dana Desa diprioritaskan untuk BLTDesa sebagaimana dimaksud ayat
(1).

(3)Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan
BLTDesasebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4)Calon keluarga penerima manfaat BLTDesa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa

bersangkutan; dan
b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan

(PKH),Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
(5)Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLTDesa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu
. Kesejahteraan Sosial (DTKS)dari Kementerian Sosial.
(6)Besaran BLTDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

sebesar:
a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai

dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai

dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
(7)BLTDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)dilaksanakan selama 6

(enam)bulan paling cepat bulan April2020.
(8)Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data

keluarga penerima manfaat BLTDesa dan pelaksanaan pemberian BLT
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggaldan Transmigrasi.



Pasal26

(1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa
Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD yang tidak
dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran
berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober
2020.

(2)Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKDTahun Anggaran
2015 sampai dengan 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)ke RKUDpaling lambat akhir bulan Oktober 2020.

(3)Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD,dapat
disalurkan ke RKDpaling lambat bulan Juli 2020.

,(4)Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAKFisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana
Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh kepala
desa ke RKUDsebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan sisa Dana di
RKUDtahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan
ke RKDpaling lambat akhir bulan November2020.

(5)Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUNpaling lambat akhir
bulan Desember 2020.

15. Ketentuan Pasal26 diubah, sehingga Pasal26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal23A
(1)Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak

melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana
Desa tahap III anggaran berjalan.

(2)Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah
Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga
penerima manfaat BLTDesa yang memenuhi kriteria.

(3)Hasil musyawarah Desa khusua/musyawarah insidentil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang
selanjutnya disahkan oleh Camat.

(4)Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III.

14. Mengubah Lampiran huruf a format laporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran Dana Desa pada Pasal25.

13. Di antara Pasal 23 dan Pasal24 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal23A,
yang berbunyi sebagai berikut:

berjalan.
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok
Barat.
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2. Dasar Pelaksanaan
a. Perpu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Pandemi COVID-19
dan/ atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan
perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan.

b."PMK Nomor 20S/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan dana Desa
sebagaimana telah diubah dengan PMKNo.40/PMK.07/2020 tentang
perubahan atas peraturan menteri keuangan no.205/PMK.07/2019
tentang pengelolaan Dana Desa.

1. Latar Belakang
Pandemi corona virus disease (COVID-19)telah melanda ke seluruh negara
termasuk negara indonesia dan telah banyak masyarakat yang terdampak
virus tersebut. Dampak nyata dari Pandemi COVID-19yaitu melambatnya
laju pertumbuhan perekonomian Negara dan masyarakat, masyarakat
yang selama ini menggerakkan sektor riil ikut terkena imbasnya sehingga
banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan bahkan
banyak pula para pekerjaj'buruh yang terkena PHK. Dalam
mengantisipasi/ pencegahan terhadap dampak COVID-19maka pemerintah
telah mengeluarkan kebijakan melalui Perpu Nomor 1 tahun 2020 dan
turunannya.
Untuk meningkatkan daya beli masyarakat di desa, maka Pemerintah
melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Permenkeu Nomor
40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas PMKNo.205/PMK.07.2019yang
pada intinya adanya perubahan pada anggaran Dana Desa, mekanisme
penyalurannya serta penggunaannya. Dalam hal penggunaan DD dengan
adanya pandemi COVID-19, Dana Desa dapat digunakan untuk
penanganan COVID-19 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT)DD. Oleh
karena itu perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam peraturan
bupati.

================================================================

Dari
Tanggal
Nomor
Lampiran
Perihal

Bupati LombokBarat c.q. Sekretaris Daerah
Kabupaten LombokBarat
KepalaDinas PMDKabupaten LombokBarat
11Mei2020
\40/.w3 /OPMO /:10;),0
1 (satu) gabung
Perubahan Atas Peraturan Bupati LombokBarat
Nomor 07 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Tahun 2020

KepadaYth

NOTADINAS

L.._ ~

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Soekarno Hatta No.2 GiriMenangGerung
Telp./Fax 0370 681647

GIRl MENANG-- GERUNG



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lombok Barat

Kepala,

3. Manfaat dari Perubahan
Perubahan Perkada ini digunakan untuk menentukan pagu DD perubahan
masing-masing desa dan perubahan persyaratan dalam penyaluran serta
perubahan penggunaan.


